
   

 
 
 

PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT 
 

NOMOR     TAHUN 2012 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah 

sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setelah dilakukan evaluasi perlu 
dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;  

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Tulang Bawang Barat akan segera melaksanakan 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
pada tanggal 1 Januari Tahun 2013, maka Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan dan 
menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1981 Nomor 

96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3681) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

 

 



 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang  Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang 
Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri 
oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5179); 



 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang 
Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 414); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang 
Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
5); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16). 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Nomor 18). 
 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

dan 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. 

 
Pasal I` 

 
  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16) diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 
Pasal 105 

 
Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai 
berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. 

 
 

 
 
 



 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat. 

 
 

Ditetapkan di Panaragan 
pada tanggal 24 September 2012 

 
                 BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 
         dto.    

 
 

  BACHTIAR BASRI 
 

Diundangkan di Panaragan 
pada tanggal 24 September 2012 

 
           SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

 
              dto. 

  
                 PARYANTO 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2013 NOMOR  

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
      Kepala Bagian Hukum,  

 

 

 

  

     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
     Pembina 

     NIP. 19770409 200212 1 008 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



PENJELASAN 

 
 ATAS 

 
PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT 

 
NOMOR      TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 
1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH 

 

I. UMUM 
 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan memungut Pajak 
Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 
Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu 
Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
 

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah, Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 memberi kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah 

Daerah dalam bidang perpajakan yaitu dengan memperluas basis Pajak Daerah dan 
memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. 
 

Perluasan basis pajak tersebut meliputi perluasan cakupan dalam Pajak daerah dan 
penambahan jenis pajak baru. Untuk penambahan jenis pajak daerah, ada 4 (empat) 

jenis pajak baru untuk Kabupaten/Kota salah satunya adalah Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan pengalihan dari Pajak Pusat. 

 
Khusus pengaturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Pajak Daerah, dimana ditetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 (Pasal 105). 

 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, di mana daerah yang telah siap menerima Pengalihan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pusat ke daerah dapat melaksanakan 
pemungutannya sebelum 31 Desember 2013.  

 
Mengingat besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diperoleh, perlu segera 

melaksanakan pemungutannya mulai tanggal 1 Januari 2013 dengan melakukan 
perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. 
 
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sejalan dengan adanya peningkatan 

basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif, diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga Daerah semakin mampu 

membiayai sendiri kebutuhan pengeluarannya dalam menyelenggarakan pemerintahan  
dan pembangunan serta dapat mengurangi ketergantungan Daerah terhadap dana 

alokasi dari Pemerintah Pusat. 
 

 

 
 



II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I  

 Cukup Jelas. 
Pasal 1  

 Cukup Jelas. 
Pasal II 

 Cukup Jelas. 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 24 
 


